PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

SEKRETARIAT DAERAH KOTA

JIn. Veteran No. 70, Eks Lap. Poliko. Telp (0752) 92601, 92957 Fax (0752) 93279

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)

SKPD : SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

TAHUN : 2027

ANGGARAN

PROGRAM Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
KEGIATAN Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

SUB KEGIATAN

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE PROGRAM | 4.01.01.
ANALISIS 1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender).
SITUASI Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah berupa

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan salah satu
tahapan penyusunan dokumen perencanaan yang diamanatkan oleh
Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional. Rancangan awal Renja Perangkat Daerah
merupakan bahan penyusunan Rancangan RKPD. Renja Perangkat
Daerah memuat program dan kegiatan yang disertai dengan target
kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran.

Proses penyusunan dokumen perencanaan melalui beberapa tahap
salah satunya yaitu dengan menjaring aspirasi dari masyarakat untuk
mengidentifikasi permasalahan, usulan dan isu-isu strategis pada
perencanaan Pembangunan tahun berikutnya. Oleh sebab itu, perlu
dilaksanakan suatu kegiatan yang bertujuan menjaring aspirasi dari
dengan mengikutsertakan seluruh lapisan Masyarakat tanpa
mengesampingkan status gender.

Isu dan Faktor Kesenjangan Gender

Faktor Kesenjangan

Sumber daya laki-laki lebih diutamakan untuk dapat terlibat langsung

dalam proses pembangunan dibandingkan sumber daya perempuan

Penyebab Internal

1. Belum pahamnya konsep Gender pada masyarakat;

2. Adanya kesenjangan SDM, laki-laki lebih banyak yang menduduki
jabatan strategis pada kepengurusan suatu organisasi.

Penyebab Eksternal

1. Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender, bahwa
gender adalah hanya sebatas mendahulukan perempuan saja;

2. Adanya budaya patriarki yang masih mengutamakan kaum pria
dalam hal-hal yang strategis seperti menjadi kepala keluarga,
pimpinan perusahaan, tokoh masyarakat, dll

3. Hasil konstruksi sosial budaya yang membedakan pembagian peran
antara laki-laki dan perempuan terutama untuk pekerjaan-pekerjaan
tertentu




CAPAIAN Nilai IKM

PROGRAM

JUMLAH Rp. 25.812.300,-

ANGGARAN

RENCANA AKSI Melaksanakan Forum Perangkat Daerah dan Konsultasi Publik

Masukan

Rp. 25.812.300, -

Keluaran

1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Keikutsertaan kaum perempuan dalam Pelaksanaan
Forum Perangkat Daerah dan Konsultasi Publik

Hasil

Sub Kegiatan

1. Persentase capaian kinerja program/ kegiatan;

2. Meningkatnya keikutsertaan dan pemahaman kaum
perempuan dalam proses perencanaan
pembangunan.
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SEKRETARIAT DAERAH KOTA

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

JIn. Veteran No. 70, Eks Lap. Poliko. Telp (0752) 92601, 92957 Fax (0752) 93279

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2027

KOLOM 1 KOLOM 2 KOLOM 3 KOLOM 4 KOLOM 5 KOLOM 6 KOLOM 7 KOLOM 8 KOLOM 9
Isu Gender Kebijakan Dan Rencana Aksi Pengukuran Hasil
Kebijakan / Program / Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Sebab Sebab . Tolok Ukur Target
Kegiatan /Tujuan Gender) Faktor Kesenjangan | Kesenjangan Kesenjangan Refor.muIaSI Renca'na Kinerja/Data Dasar Kinerja/Indikator
jang jang jang /] /]
Tujuan Aksi ;
Internal Eksternal Base Line Gender

Program : Penyusunan dokumen perencanaan Sumber daya laki-laki [1. Belum 1.Masih terbatasnya|Dengan Melaksanakan input: input:
Program Penunjang Urusan |perangkat daerah berupa Rencana Kerja lebih diutamakan pahamnya konsep |pemahaman keikutsertaan Forum OPD dan |Rp. 25.812.300,- Peserta Forum
Pemerintahan Daerah (Renja) Perangkat Daerah merupakan salah |untuk dapat terlibat Gender pada masyarakat tentang |kaum perempuan |FKP terkait Perangkat Perangkat
Kabupaten/ Kota satu tahapan penyusunan dokumen langsung dalam masyarakat; gender, bahwa dalam proses Penyusunan Renja Daerah dan Konsultasi

perencanaan yang diamanatkan oleh proses pembangunan |2. Adanya gender adalah perencanaan Sekretariat Daerah Publik

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 dibandingkan sumber |kesenjangan SDM,|hanya sebatas pembangunan

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan |daya perempuan laki-laki lebih mendahulukan diharapkan dapat

i Nasional. Rancangan awal Renja Perangkat banyak yang perempuan saja; menampung

Kegiatan: Daerah merupakan bahan penyusunan menduduki jabatan|2.Adanya budaya  |aspirasi dari output: output:
Perencanaan, Rancangan RKPD. Renja Perangkat Daerah strategis pada patriarki yang masih |kaum perempuan Jumlah Dokumen Keikutsertaan kaum
Penganggaran, dan memuat program dan kegiatan yang disertai kepengurusan mengutamakan Perencanaan perempuan dalam
Evaluasi Kinerja Perangkat |dengan target kinerja, pagu indikatif, lokasi suatu organisasi. |kaum pria dalam Perangkat Daerah  |Pelaksanaan Forum
Daerah dan kelompok sasaran. hal-hal yang Perangkat Daerah dan

Sub Kegiatan :
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

Tujuan :

Meningkatnya partisipasi
kepada kaum perempuan
dalam proses perencanaan
pembangunan daerah

Proses penyusunan dokumen perencanaan
melalui beberapa tahap salah satunya yaitu
dengan menjaring aspirasi dari masyarakat
untuk mengidentifikasi permasalahan,
usulan dan isu-isu strategis pada
perencanaan Pembangunan tahun
berikutnya. Oleh sebab itu, perlu
dilaksanakan suatu kegiatan yang bertujuan
menjaring aspirasi dari dengan
mengikutsertakan seluruh lapisan
Masyarakat tanpa mengesampingkan status
gender.

strategis seperti
menjadi kepala
keluarga, pimpinan
perusahaan, tokoh
masyarakat, dll
3.Hasil konstruksi
sosial budaya yang
membedakan
pembagian peran
antara laki-laki dan
perempuan
terutama untuk
pekerjaan-
pekerjaan tertentu

Konsultasi Publik Jasa

outcomes:
Meningkatnya
keikutsertaan dan
pemahaman kaum
perempuan dalam
proses perencanaan
pembangunan

outcomes:
Persentase capaian
kinerja program/
kegiatan
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